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Abstrak
 

Mengenai pembagian harta dari adanya perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif karena

adanya proses perceraian. Faktor dari pihak suami maupun istri akan mempermasalahkan prihal harta gono-

gini atau dikenal dengan harta bersana pada saat masih berstatus kawin. Karena selama masa ikatan

perkawinan banyak pihak suami istri berfokus untuk mengumpulkan harta tersebut, dalam artian memenuhi

kebutuhan yang akan datang, namun apabila telah terjadinya perceraian maka suami istri itu pula yang akan

mempermasalahkan harta yang telah dikumpulkan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan telah dijelaskan pula prihal pembagian harta bersama itu, namun dalam hal ini

dijelaskan bahwa apabila pihak suami-istri tersebut telah berpisah secara negara tetap dijelaskan jika harta

atau suatu objek yang dibeli pada saat masih dalam berstatus perkawinan maka objek tersebut menjadi harta

bersama, dan dapat dibuktikan pada saat transaksi jual beli tersebut dibuat atas nama siapa. Sehingga dengan

begitu dapat kita lihat pula objek yang termasuk dalam harta bersama atau tidak. Dalam hal ini terlihat jelas

apabila adanya salah satu pihak yang berniat ingin merugikan pihak lain, maka tidak akan bisa, karena akan

tunduk pada aturan yang berlaku dan dengan beberapa bukti pendukung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

apabila tetap ada salah satu pihak merasa dirugikan prihal harta bersama ini maka pihak yang merasa

dirugikan tersebut dapat mengajukan kembali pada pengadilan setempat.

......Regarding the distribution of assets from a marriage is something that is very sensitive because of the

divorce process. Factors from the husband and wife will make an issue regarding the property of the gono-

gini or known as the property while still being married. Because during the period of the marriage bond,

many husband and wife focus on collecting these assets, in the sense of meeting future needs, but if there is

a divorce then the husband and wife will also take issue with the assets that have been collected. Based on

Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it has also been explained about the distribution of joint assets,

but in this case it is explained that if the husband and wife have separated according to state, it is still

explained if the property or object that was purchased while still in the status of marriage then the object

becomes joint property, and it can be proven when the sale and purchase transaction was made on whose

behalf. So that we can also see the objects that are included in joint property or not. In this case, it is clear

that if one party intends to harm the other party, it will not be able to, because it will be subject to the

applicable rules and with some supporting evidence. So it can be concluded that if there is still one of the

parties who feels aggrieved regarding this joint property, the party who feels aggrieved can submit it again

to the local court.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20515544&lokasi=lokal

